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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Rl No.16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi masyarakat
miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan
kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, penulis
tertarik meneliti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah
Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara Bantuan Hukum bagi masyarakat
miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang di atur oleh undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Peranaan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam
penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin. (2). Kendala dalam
penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan
normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap
orang yang berperan penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang terkumpul
dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Peranan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam
penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum maksimal
sepenuhnya, disebabkan oleh terbatasnya APBN dan sedikitnya OBH yang hanya
terletak di Ibu Kota Provensi.



